BUPATI JAYAPURA
PROVINSI PAPUA

KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/122 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS BADAN PENGELOLA
KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN JAYAPURA

Menimbang :

Mengingat

TAHUN 2023-2026

BUPATI JAYAPURA,

. bahwa untuk menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam

Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan
Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah
dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada
Tahun 2022 perlu menyusun Rencana Strategis Perangkat
(Renstra PD) pada Daerah Badan Pengelola Keuangan dan
Aset Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2023-2026;

. bahwa agar penyusunan Rencana Strategis sebagaimana

dimaksud dalam huruf a sesuai norma, standar, prosedur
dan kriteria yang ditetapkan, perlu dibentuk Tim Penyusun;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan
Keputusan Bupati Jayapura tentang Pembentukan Tim
Penyusun Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan
Aset Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2023-2026;

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang

Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-
Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47,
Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia
Nomor 2907);

. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi

Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6697);

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4246);

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
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. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4421);

. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4700);

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6573);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5038);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran
Negara Republik Indonesia  Tahun 2009 Nomor 140,
Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia
Nomor 5059) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6573);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negera  Republik  Indonesia
Nomor 6757);
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Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56
Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5155);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 37, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar
Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6178);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42), Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan
dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
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Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-
2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 4421);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan  Jangka  Panjang  Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 1312);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019
tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 114);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2020
tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 284);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita  Negara  Republik Indonesia  Tahun 2020
Nomor 1781);

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun
2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi
Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021
tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan
Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah
Berakhir pada Tahun 2022;

Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Rencana
Tata Ruang Wilayah Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah
Kabupaten Jayapura tahun 2008 Nomor 21);

Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Jayapura
Tahun 2007-2027 (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura
Tahun 2007 Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan
Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2009 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Jayapura
2007-2027 (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun
2018 Nomor 14);

Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Jayapura (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2016
Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura
Nomor 36);
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MEMUTUSKAN:

Membentuk Tim Penyusun Rencana Strategis Badan
Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura
Tahun 2023-2026 dengan susunan keanggotaan
sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU
bertugas:

a. mengumpulkan data dan informasi yang dapat
dipertanggungjawabkan;

b. menyusun dokumen perencanaan sesuai dengan tahapan
dan tata cara yang telah ditetapkan;

c. melakukan pengendalian penyusunan kebijakan dokumen
rencana Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Jayapura.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sentani
pada tanggal 15 Maret 2022

BUPATI JAYAPURA,
ttd
MATHIUS AWOITAUW, SE., M.Si

salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA

NIP 19840612 201004 1 003
SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

AR

Gubernur Provinsi Papua;

Ketua DPRD Kabupaten Jayapura,;

Inspektur Kabupaten Jayapura;

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura;
Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipedomani.



LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/122 TAHUN 2022
TANGGAL 15 Maret 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS BADAN

TAHUN 2023-2026

PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN JAYAPURA

NO

JABATAN DALAM DINAS

JABATAN DALAM TIM
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Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset
Daerah Kabupaten Jayapura

Penanggung Jawab

Sekretaris Badan Pengelola Keuangan dan
Aset Daerah Kabupaten Jayapura

Ketua

Kepala Sub Bagian Umum dan Program pada
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Jayapura

Sekretaris

Kepala Bidang Anggaran pada Badan
Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Jayapura

Anggota

Kepala Bidang Perbendaharaan pada Badan
Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Jayapura

Anggota

Kepala Bidang Akuntansi pada Badan
Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Jayapura

Anggota

Kepala Bidang Aset pada Badan Pengelola
Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten
Jayapura

Anggota

Kepala Sub Bidang Pengendalian dan
Evaluasi pada Badan Pengelola Keuangan
dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura

Anggota

Kepala Sub Bidang Penyusunan Anggaran
pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset
Daerah Kabupaten Jayapura

Anggota

10.

Kepala Sub Bidang Pengeluaran pada Badan
Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Jayapura

Anggota

11.

Kepala Sub Bidang Penerimaan dan Transfer
dan Kas Daerah pada Badan Pengelola
Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten
Jayapura

Anggota

12.

Kepala Sub Bidang Akuntansi dan Pelaporan
pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset
Daerah Kabupaten Jayapura

Anggota

13.

Kepala Sub Bidang Pembinaan dan Evaluasi
pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset
Daerah Kabupaten Jayapura

Anggota
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14. | Kepala Sub Bidang Analisis Pengadaan Aset Anggota
pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset
Daerah Kabupaten Jayapura
15. | Kepala Sub Bidang Inventarisasi dan Anggota
Pemanfaatan Aset pada Badan Pengelola
Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten
Jayapura
16. | Kepala Sub Bagian Kepegawaian pada Badan Anggota
Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Jayapura
17. | Kepala Sub Bagian Keuangan pada Badan Anggota

Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Jayapura

BUPATI JAYAPURA,

MATHIUS AWOITAUW, SE., M.Si

salinan sesuai dengan aslinya

a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA

CEPALA DAN

NIP 19840612 201004 1 003




